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ABSTRAK 

Nama Fadli Ardi Rosadi, 201610115272, Tinjauan Hukum Terhadap 

Penyelesaian Sengketa Waris Hak Atas Tanah. 

Hukum waris diartikan sebagai kumpulan peraturan mengenai kekayaan 

(aktiva dan pasiva), karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan 

kekayaan (aktiva dan pasiva) yang ditinggalkan oleh si mati (pewaris) dan akibat 

dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya (ahli waris). Di 

Indonesia Hukum Waris mengacu pada ketentuan Hukum Waris Islam, Hukum 

Waris Perdata Barat, dan Hukum Adat. Di Indonesia banyak sengketa mengenai 

tanah waris ini, contohnya pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 

K/PDT/2009 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011 yang 

dimana sengketa tersebut penggugat dan tergugat sama-sama beragama islam 

akan tetapi kedua putusan tersebut berbeda putusan, karena dalam peradilan di 

Indonesia yang menangani waris sesama agama islam yang mempunyai 

wewenang untuk mengadili adalah Pengadilan Agama.Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, penelitian ini menggunakan 

bahan hukum sekunder, yaitu data kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Agung 

dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009 dan 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011., dan untuk mengetahui 

apakah putusan Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009 dan Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 1799 K/PDT/2011 telah memenuhi unsur keadilan. Menurut penulis, 

Majelis Hakim Agung pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 

K/PDT/2009, sudah tepat dalam membatalkan Hasil Putusan Pengadilan Negeri 

Semarang karena memang yang berhak dalam memutus perkara sengketa waris 

untuk para pihak yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Menurut hemat 

penulis serta berdasarkan Hukum Islam, pewarisan hanya bisa didapatkan oleh 

ahli waris yang disebutkan pada uraian Bab empat yaitu melalui hubungan 

kekeluargaan atau kekerabatan.  Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 

K/PDT/2011 yang berperkara disini semua beragama islam, sama seperti putusan 

2854 K/PDT/2009, akan tetapi menurut hemat penulis disini menyelesaikan 

sengketa waris tanah yang berbeda karena dalam putusan Mahkamah Agung 

Nomor 1799 K/PDT/2011 bukan mengenai pembagian waris tetapi mengenai hak 

tanah dari ahli waris (Termohon Kasasi) yang tanahnya di kuasai orang lain dan 

kemudian orang lain ini mengakui tanah tersebut adalah miliknya. Maka dari itu 

penyelesaian sengketa ini di daftarkanya di Pengadilan Negeri Bukan Pengadilan 
Agama karena ini bukan sengketa mengenai pembagian warisan. 

Kata Kunci : Hukum Waris, Pewaris, Ahli Waris. 
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ABSTRACT 

Written by Fadli Ardi Rosadi, 201610115272, Legal Review of Settlement of 

Land Rights Inheritance Disputes. 

 Inheritance law is defined as a collection of regulations regardings of 

theirs wealth (assets and liabilities), because someone death regardingless of the 

transfer of wealth (assets and liabilities) left by the dead (heir) and the 

consequences of this transfer for those who obtain it (heirs). In Indonesia 

Inheritance Law are depends with the provisions of Islamic Inheritance Law, 

thoose areWest Civil Inheritance Law, and Customary Law. There are many 

disputes regarding inheritance land in Indonesia, for example in the Supreme 

Court ruling Number 2854 K / PDT / 2009 and the Supreme Court ruling Number 

1799 K / PDT / 2011 where the dispute is both the plaintiff and the defendant are 

in the same Religion (Muslim) but the two decisions has a different result, 

because in the judiciary in Indonesia which handles the heirs of fellow Muslims 

that who have the authority to adjudicate is the Religious Court. This study uses 

Normative Juridical research methods, this study uses a secondary legal law 

material, namely library data. This study aims to determine what is the basis for 

consideration of the Supreme Court of Justice in deciding the Supreme Court 

Decision Number 2854 K / PDT / 2009 and the Supreme Court Decision Number 

1799 K / PDT / 2011., And to find out whether the decision of the Supreme Court 

of Judges in deciding cases of Decision The Supreme Court Number 2854 K / 

PDT / 2009 and the Supreme Court Decision Number 1799 K / PDT / 2011 have 

fulfilled the element of justice. According to the author, the Panel of Judges of the 

Supreme Court Decision No. 2854 K / PDT / 2009, that was right in canceling the 

Semarang District Court Decision Results because the right to decide upon 

inheritance disputes for parties who are Muslims is the Religious Court. 

According to the opinion of the writer and based on Islamic Law, inheritance can 

only be obtained by the heirs that mentioned in the description of Chapter four, 

through kinship relation. In the Supreme Court Decision Number 1799 K / PDT / 

2011, the litigants here are all Muslim, the same as the decision 2854 K / PDT / 

2009, but in authors opinion, here settle different land inheritance disputes 

because in the Supreme Court decision No. 1799 K / PDT / 2011 is not about the 

distribution of inheritance but it is about land rights from heirs (Respondent 

Cassation) whose land is controlled by someone else and then this other person 

recognizes the land is his property. Therefore the dispute resolution is registered 

at the District Court Not the Religious Court because this is not a dispute 

regarding the distribution of inheritance 

 

Keywords: Inheritance Law, Inheritor, Heir 
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